o
/-//2 -l
SALINAN
i KEPUTUSAN
& MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
i REPUBLIK INDONIESIA
1 E i
{ NOMOR 0326/U/1994
E'“ TENTANG
ii \DAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
‘J' MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menlmbang éu. bahwa dalam ranglka pengawasan mutu dan elisiensi semua
; i | perguruan tinggi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 121 Peraturan
— Pemerintah. Nomor 30 Tahun 1990, pertu dilaleulen penilaian
berlala yang  meliputi icurilulum,  mutu  dan Jumlbal (enaga
‘ kependidilean, keadaan vinahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana
i dan prasacana, tatalaksana administrasi alademil, kepegawaian,
f kewangan dan kerumahtanggaan;
L ED. bahwa schubungan dengan hal tersebhut pada butir o, dipandang
3 perlu membentuk Badan Akreditasi Nasional Pergurvan Tinggi.
Mengingat I Undang-undang Nomor 2 Tahun 1%8Y;
‘-‘2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; _
‘3. Keputusan Presiden Republik Indonesia @ =5
i o Nomor d4d Talian [V7d;
A be Nomor 15 Tahun 1984 sehagaimana telah dinbali/diGunlal,
i terakkhiv dengan Ieputusan Presiden Republik Tndonesia Nomor
x{ 18 Tahun 1994,
& ¢ Nomor Y6/M Tahun 992
p— { IKeputusan Menteri Pendidilan dim Kebudayann

a. Nomor 0222¢/0/1980;
b, Numor 088/0/1983;
¢ Nomuor 01357071990
d. Nomor  0686/U/199].

Memperhatikai :: :
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Hasil-hasil vapat Tim Kevja Badan Alaeditasi Nasional Perguruan
Tinggi;

Hasil Rapat Kerja Perpguruan Tingyi Negeri dan Kopertis se
Indonesia tanggal 20 - 22 Juli 1994 () Jalcarta,

MEMUTUS KAN:
Menetapkan  §: SKEPUTUSAN  MENTER] PENDIDIKAN  DAN
JRIEPUBLIK. INDONESIA  TENTANG  BADAN
CINASTONAL PERGURUAN TING G1

KEBUDAYAAN
AKREDITASI
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Pasal |
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Tenteri dalimn welakukan pengawasan mutn dan clisiensi semua
Bvlu membentul Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 2

dhn clisiensi scinua perguroan tinggi sehagnimana dimaksod dalamn IPasal
g+ fk n

dlalul penilalan berkaly yang meliputi kurikulom, muty dan Jumlah
h, keadaan muhasiswa, pelaksanpan pendidikan, sarana dan prasavana,

tataluksana adming@trasl akademile, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan,

1,
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Pasal 3

n fungsl sebaglmana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Badan

Akredltns! Nuslo%gxfi Pergurunn Tinggl mempunynai tugas «

Menyusun 2 ;’ '

0. kebifalpg dan keiteria perizinan untuk mendirikan perguruan tinggi, fakultas,
Jurusm dhn program studi; '

b. kriter (Hhigkat akreditasi;

¢ kebljala® dan kriteria pengawasan dan penilaian program studi dalim rangka
penctapalf tingkat akreditast;

d. kelenglgh Jan organisasi Badan Altreditasl Nasional Perguruan Tinggi untul
melaksfng

Akan tugns setinp satuan/baglan steuktur organisast Badan Akeeditasi
Naslon ’ herguruan Tinggl, -
N

Melalksanalg 5: penilalan usul pendivian perguruan tinggi, fakuitas, Jurusan dan
progran: SUEEI erta merckomendasilan kebijakan ijin pendiriannya kepada Menferi
Pendldllcan'i !1 Kebudayaan melalul Direktur Jenderal Pendidikan Tingpi. ‘

3 V bengawasan mutu dan elisiensi perguruan tinggi dengan melalkukan
penilalan seeafa berkaln sebagai dasar pemberian rekomendasi penctapan akreditasi
hdan langlkah-langlkaly pembinannnyan.

fLuruan tinggi dalam melaksanakan penilaian sendiri (sell assessment),

Pasal 4
Kcunggulun ‘Budan Akreditasi Nastonal Perguruan Tinggi tevdivi atus vasur-unsur:
. pemeriffigh; -
+ Perguripd tinggi;

d.  badan dsdha swasta

4 [iemerintah nan-departemen,

Anggota Baf) 7" Alereditasi Pergurunn Tinggi diangkat untul m
dan dapat (il

asa d (empat) tahun,
ABelat untulk 2 (dua) maga Jabatan berturot-turot
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Pasal §
(1) Rditasi Nasional Perpoaraan Tinggi terdivi atas ¢
geranglap angpota;

Brls, meranglap angeota;

grator kelompok bidang i, merangkap angpota;

!ml:m Akreditasi Nusional Perguruan Tinggi dintur lebil lanjut dalam
Ersendiri,

Pasal ¢

Akreditasi Nasional Perguruan Tin

gei diperbantulan sehual scekretariat di
§ satuan tugas di tingkat wilay

alsesuai dengan kebutulan,

]
NG Pasal 7
\.\‘-..
Badan  Akrediti Nusional Perguruan Tinggi  mengadakan rapat. secara herkala,
sekurang-kura Hiya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
Pasal 8
Segala pembla)latl yang diperlukan untuk m

, endukung kegintan Badan Akreditasi N
Perguruan Tinggf dibe

asional
bankan pada anggaran Divektorat Jenderal Pe

ndidikan Tinggi.
Pasal 9

am ketentuan tersendii.

“x clum diatur dafam keputusan lul ditetapkan dal

i

Hal-hal lain ya, g

i Pasal 10

" Semua ketentudn 'nng mengatur akreditasi pergurunn tinggi yang bertentangan dengan
Keputusan ini hiyatakan tidak berlaky,

Pasal 11

Keputusan int n l;li berlaku pada tanggal ditetaplan.

Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 15 Desembor 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(td.

Prof, Dr, -ing, Wardiman Djojonegoro

0 ini disampaikan kepad
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SALINAN Ke Jusan ini disampailcan kepada
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Selaret: f‘i..lclltlel':nl Depavtemen Pendidikan dan IKebudaynan,

tJenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Jenderal Pendidilean Tinggi Departemen Pendidikan dan

Kebudaygan, :

Kepalaf Badan Penelitian dan Pengembangan  Pendidikan dan I<ebudayaan
Dep:n'l?illn Pendidikan dan Iebudayaan,
Selretirig

5 Inspeldorat Jenderal, Direltorat Jenderal Pendidikan Tingei, Badan
] I b ) bo'

Penelitiang dan Pengembangan Pendidilean dan Kebudayaan Departemen Pendidilon
dan I(e;ljt:!‘ ayaan,

Rcittm'.Ur;i\'crsilns/l\'clnuSclmlull'!'inggi/l]irul(lurf\l(:ldun]i/l’
Dcpm'l:."ng'n Pendidilan dan IKebudayaan,

Semua I§§§01'(Iit|:1t()1' Koordinasi Pevpuruan Tingui Swasta,

iy

oliteknikdilinglaumgan

Komisi in{,’: DPR-RI.

Salinan sesuani denean aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyaralka

Departemen Pendidilan dan [Cebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Ny Ij'e whiran l’urunduug-und:mg:m

et

T re.. \ .
Mardiyah
NIP. 130 344 753




